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Pendahuluan 

Perdagangan manusia dapat digambarkan sebagai suatu tindakan yang terjadi di seluruh 

dunia dan melanggar hukum hak asasi manusia yang telah ditetapkan dan dijunjung tinggi oleh 

banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Swedia, Belanda, Norwegia, Denmark, 

Indonesia, dan negara-negara lain yang mendukung hak asasi manusia. Namun terbukti, tidak 

semua bangsa di dunia menjunjung tinggi hak asasi manusia secara hukum. Perdagangan manusia 

melibatkan masuknya paksa seseorang ke negara lain setelah orang tersebut diculik atau direkrut.1 

 
1 Aronowitz, Alexis A. (2009). Human Trafficking, Human Misery:The Global Trade in Human Beings 
(Global Crime and Justice). New York: United Nations 
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Ketika sebuah kelompok atau komunitas memiliki kendali atas korban perdagangan manusia, hal 

itu juga dapat melibatkan prostitusi paksa dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Banyak korban 

prostitusi di klub, panti pijat, dan lokasi prostitusi pendamping diculik secara paksa. Mereka tidak 

memiliki identitas yang seharusnya dimiliki oleh para korban prostitusi sebagai anggota 

masyarakat. Perdagangan manusia melibatkan masuknya paksa seseorang ke negara lain setelah 

orang tersebut diculik. Ketika sebuah kelompok atau komunitas memiliki kendali atas korban 

perdagangan manusia, hal itu juga dapat melibatkan prostitusi paksa dan bentuk-bentuk kekerasan 

lainnya. Karena perempuan adalah target termudah bagi para pelaku perdagangan manusia, 

perdagangan manusia merupakan sektor kriminal dengan tingkat pertumbuhan tercepat di seluruh 

dunia. Perdagangan manusia adalah masalah parah yang belum pernah ditangani sepenuhnya, 

bahkan oleh organisasi sekalipun. 

Selain prostitusi paksa, pelecehan seksual, ancaman, dan pencurian dokumen, perdagangan 

manusia juga melibatkan janji palsu, seperti yang terjadi pada anak-anak di Asia Tenggara, 

khususnya Filipina. Mereka menjanjikan pekerjaan yang akan menghidupi keluarga mereka yang 

miskin di sebuah desa, dan dalam beberapa kasus di mana anak di bawah umur bergabung dengan 

agen atau seseorang yang tidak mereka kenal, mereka dipaksa bekerja selama 20 jam penuh di 

pabrik tanpa upah yang dijanjikan. Banyak anak kecil menjadi korban perdagangan manusia 

karena keluarga mereka tidak mampu menghidupi keluarga besar korban dan merasa tertekan 

untuk melakukannya. Karena komunitas, mucikari, atau mafia, perdagangan manusia memiliki 

cakupan atau jaringan yang sangat luas sehingga sulit untuk dibongkar. 

Perdagangan manusia masih menjadi masalah di seluruh dunia. Misalnya, korban masih 

dieksploitasi di Eropa, Asia Tenggara, Amerika Serikat, dan Kanada. Dalam film dokumenter 

tentang perdagangan manusia, korban eksploitasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk 

ekonomi atau ketimpangan ekonomi yang ada dalam kehidupan pribadi dan di negara-negara Asia 

Tenggara di mana kemiskinan meningkat dan berdampak pada keluarga yang memperdagangkan 

anak di bawah umur sehingga mereka memilih anak mereka untuk terlibat dalam kegiatan 

prostitusi untuk mendukung kelangsungan hidup keluarga korban.2 Sebagian besar korban dalam 

kasus yang dilaporkan ke pemerintah Filipina menggunakan perekrut atau agen perjalanan dan 

diharuskan menandatangani perjanjian sebelum diizinkan meninggalkan negara itu secara 

 
2 Batalla, Eric Vincent C. (2016). Divided Politics and Economics Growth in the Philippines: in. Journal of 
Current Southeast Asian Affair. Germany: GIGA. 



sukarela. Mayoritas tertipu begitu mereka tiba di negara baru mereka; mereka biasanya 

dipekerjakan sebagai "penghibur" tetapi dipaksa bekerja sebagai penari telanjang, nyonya rumah 

klub malam atau karaoke, atau pelacur setelah dilecehkan secara seksual. Korban penyerangan 

seksual dan korban perdagangan manusia memberitahu pejabat pemerintah bahwa mereka tidak 

menyetujui kontak fisik dan seksual serta tindakan kekerasan lainnya yang dilakukan terhadap 

mereka. Selain itu, sebagian besar korban yang menyewa perekrut dari Filipina dikirim ke Korea. 

Menurut definisi yang diberikan dalam Protokol Perdagangan Orang PBB, penyelundupan 

manusia dan perdagangan manusia saling terkait. Menurut definisi ini, korban perdagangan orang 

didaftarkan dengan menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, pemaksaan, penculikan, 

penipuan, dan penipuan; penyalahgunaan kekuasaan atau kerentanan; dan pembayaran atau 

tunjangan kepada seseorang yang mengendalikan korban. Studi kasus seperti itu sering 

mengungkapkan bahwa penipuan daripada paksaan digunakan untuk merekrut anak-anak dan 

orang dewasa. Keamanan harus diperketat bagi siapa pun yang memasuki negara itu dengan kapal 

karena mayoritas perdagangan manusia dikirim melalui laut. Ini karena perdagangan manusia 

terjadi di Filipina. Karena ketimpangan ekonomi yang sedang berlangsung, perdagangan manusia 

di Filipina terus meningkat setiap tahun. Akibatnya, baik anak-anak maupun orang dewasa terus 

mengalami pelecehan seksual akibat kejahatan ini, dimana PJTKI terus mencari korban baru. 

Rendahnya kesadaran orang tua mendorong anak kandung korban yang masih di bawah umur 

untuk bekerja menghidupi orang tuanya. Pemerintah Filipina perlu menangani hal ini.3 

 

Pembahasan 

Perdebatan tentang legalisasi prostitusi sebagai sarana untuk mencegah perdagangan seks 

perempuan semakin memecah belah, menurut wacana anti-perdagangan. Diskusi feminis tentang 

prostitusi dan pornografi telah mempengaruhi perbincangan global tentang perdagangan manusia. 

Sebagai hasil dari argumen ini, satu pihak menentang legalisasi prostitusi dan berpendapat bahwa 

prostitusi selalu dipaksakan dan tidak pernah dapat dilakukan secara sukarela karena didasarkan 

pada penindasan sistemik terhadap perempuan dan laki-laki dan oleh karena itu, pada dasarnya 

dan inheren, sebuah bentuk perbudakan seks modern yang berbahaya, tidak manusiawi dan 

eksploitatif. Kelompok lain mendukung legalisasi prostitusi dan berpendapat hal itu akan 

 
3 United Nations Trust Fund for Human Security. (2010). Human Security In Theory And Practice: 
Application of the Human Security Concept and The United Nations Trust Fund for Human Security. 



memulihkan hak pilihan perempuan dan kendali atas tubuh mereka. Mereka mengklaim bahwa 

stigmatisasi prostitusi merepresentasikan kontrol hegemonik terhadap perempuan. Dua sudut 

pandang yang berlawanan ini diwujudkan oleh dua lembaga swadaya masyarakat (LSM) 

internasional dalam gerakan anti-perdagangan manusia: Global Alliance Against Trafficking 

(GATW) dan Coalition Against Trafficking Women (CATW).4 Sementara GATW percaya bahwa 

melegalkan prostitusi dapat mengurangi perdagangan karena didorong oleh legalitas profesi ini, 

CATW percaya bahwa melegalkan prostitusi adalah cara yang efektif untuk memerangi 

perdagangan manusia. Menurut penelitian tentang perdagangan manusia global yang dilakukan 

oleh Organisasi Internasional untuk Migrasi, Amerika Serikat, khususnya, perdagangan manusia 

juga merupakan masalah yang terkenal. Kantor Pemantauan dan Pemberantasan Perdagangan 

Manusia, yang menerbitkan laporan tahunan yang mengevaluasi upaya global untuk memerangi 

perdagangan manusia, didirikan oleh Departemen Luar Negeri AS pada Oktober 2001. 

Departemen Luar Negeri memeriksa inisiatif 140 pemerintah untuk memerangi perdagangan 

manusia secara global dalam sebuah laporan dari bulan Juni 2004. Dalam beberapa tahun terakhir, 

pendanaan untuk inisiatif anti-perdagangan juga tumbuh secara signifikan. Misalnya, Pemerintah 

AS sendiri mendukung 190 prakarsa anti perdagangan manusia di 92 negara pada tahun 2003 

dengan total US$72 juta, meningkat dari 118 prakarsa di 55 negara pada TA 20013. 

Shashi Punam & Sandeep Sharma menegaskan bahwa perdagangan manusia dapat terjadi 

di mana saja selama latarnya memiliki titik lemah. Meskipun bervariasi dari satu negara ke negara 

lain, perdagangan manusia biasanya memanfaatkan keadaan yang lemah. Orang-orang dalam 

situasi genting dan rentan mencari jalan keluar, dan karena putus asa mereka mungkin menjadi 

sasaran para pedagang manusia. Fenomena kompleks perdagangan manusia seringkali didorong 

atau dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. Ribuan pria, wanita, dan anak-

anak menjadi korban perdagangan manusia setiap tahunnya, baik di dalam negeri maupun di luar 

negeri. Banyak dari variabel ini unik untuk pola perdagangan tertentu dan keadaan di mana mereka 

terjadi. Saat ini, banyak negara bekerja sama untuk mengurangi penyebab perdagangan manusia. 

Dengan bantuan sumber sekunder, ditemukan dalam makalah ini bahwa perdagangan manusia 

dapat dibagi menjadi perdagangan seks dan perdagangan tenaga kerja. Perdagangan manusia 

menurut Celia Leones dan Donna Caparas (2003) memiliki tujuan yang beragam, namun ada pola 

 
4 Celia Leones and Donna Caparas. (2003). Trafficking Human Beings from the Philippines: Survey of 
Government Experts and Law Enforcement Case Files. Philippines: United Nations Global Programme. 



umum yang menjelaskan akar penyebab perdagangan manusia secara keseluruhan, antara lain 

kemiskinan, perang, bencana alam, keinginan untuk kehidupan yang lebih baik, dan perdagangan 

manusia untuk mendapatkan keuntungan besar.  

Sebelum pemilihan presiden 2016, demokrasi EDSA di Filipina dilaporkan mulai 

merasakan hantu otoritarianisme, menurut Batalla, Eric Vincent C 4. Dalam kontes wakil presiden, 

Ferdinand Marcos, Jr., putra mendiang diktator dan senama, unggul 6 persen atas petahana, Leonor 

Robredo, pada akhir Maret. Karena keuntungan ini, pasukan anti-Marcos melancarkan kampanye 

yang gencar dan bersumpah untuk tidak pernah lagi memberlakukan darurat militer. Meskipun 

keunggulan Marcos menyusut dan secara praktis terikat dengan Robredo, jajak pendapat parsial 

dari Social Weathers Station dari Mei masih menunjukkan keunggulan Marcos. 34,9 persen 

responden memilih Marcos, sedangkan 32,5 persen memilih Robredo. Partai Liberal menyadap 

Robredo pada menit-menit terakhir setelah gagal mengamankan Senator Grace Poe sebagai calon 

wakil presiden, pembawa standar kepresidenannya oleh Mar Roxas, yang tewas dalam kecelakaan 

pesawat beberapa tahun lalu. Robredo adalah istri mantan walikota Kota Naga dan sekretaris 

pemerintah daerah saat itu. Meski selisih tipis dan dinodai tuduhan kecurangan pemilu, 

kemenangan Robredo atas keluarga Marcos merupakan penolakan upaya mereka untuk merebut 

kembali kursi kepresidenan, di mana wakil presiden dipandang sebagai batu loncatan. Rodrigo 

Duterte mengejutkan banyak orang ketika dia memasuki pemilihan presiden. Menyusul debat 

presiden pertama di bulan Februari, kandidat Partido Demokratiko Pilipino-Lakas Bayan (PDP-

Laban atau Partai Demokrat Filipina-Kekuatan Rakyat) untuk Kota Davao dengan cepat 

memimpin dalam pemilihan. Beberapa pengamat menganggap pemilihan presiden sebagai konflik 

antara perubahan dan kontinuitas. Duterte mewakili penolakan pemerintahan Aquino, perubahan 

(slogan kampanyenya adalah "Perubahan Akan Datang"), dan bahkan pembentukan EDSA 

dimungkinkan oleh konstitusi 1987. Kampanyenya mendapat dukungan dari mantan presiden 

Gloria Arroyo dan Fidel Ramos serta sekutu mereka. Namun, kandidat administratif Mar Roxas 

(dari Partai Liberal yang berkuasa) melambangkan kegigihan kebijakan Daang Matuwid Aquino 

(Jalan Lurus). Terlepas dari kurangnya popularitas dan sejarah politik pemerintah, Roxas 

menempati posisi kedua dengan dukungan signifikan dari keluarga elit lama dan keuntungan 

menjalankan aparatur pemerintah. Politik kota Mindanao di pulau selatan yang dilanda konflik 

paling cocok dengan gaya kepemimpinan Duterte, yang dipandang jujur dan garis keras tetapi 

kurang ajar dan tidak sopan. Namun, masyarakat pemilih telah menghargai dia untuk sifat-sifat 



ini. Kebangkitan Duterte juga mencerminkan ketidaksenangan publik terhadap kegagalan institusi 

yang ada untuk memerangi kejahatan, korupsi, dan perdagangan narkoba dengan sukses. Benigno 

Aquino III menerima 15,2 juta suara pada tahun 2010, tetapi Duterte menerima 16,6 juta suara 

pada 9 Mei sebagai hasil dari platform reformasinya, memberinya kemenangan besar.5 

Sejak hari pertama, presiden baru telah menjadi sosok yang memecah belah. Dia 

mengasingkan para pemimpin Gereja Katolik, media, Amerika Serikat, dan Perserikatan Bangsa-

Bangsa dengan komentar publiknya, termasuk kutukan. Dia secara terbuka mempertimbangkan 

untuk membentuk pemerintahan satu orang selama kampanye, yang semakin mengkhawatirkan 

pendirian tersebut. Bahkan di kalangan pendukung presiden, gelombang pembunuhan terkait 

narkoba yang diduga didukung oleh pemerintahan baru telah meningkatkan kecemasan sejak 

pemilihannya. Banyak metode yang digunakan dalam perdagangan manusia kontemporer, 

menurut (Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, dan Perdagangan Manusia PBB, 2014), secara 

tegas dilarang oleh hukum hak asasi manusia internasional. Penjaminan jasa perseorangan sebagai 

agunan utang, yang nilai jasanya tidak diperhitungkan dalam pelunasan utang atau tidak dibatasi 

dan ditentukan lamanya atau sifatnya, misalnya dilarang oleh hukum hak asasi manusia. Banyak 

orang yang diperdagangkan yang berhutang uang kepada pengeksploitasi mereka (untuk hal-hal 

seperti biaya penempatan atau transportasi, misalnya) berakhir dalam situasi terkait utang di mana 

mereka ditawan dan dieksploitasi. Kerja paksa juga dilarang berdasarkan hukum hak asasi 

manusia. Menurut Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), Konvensi No. 29 tentang Kerja 

Paksa atau Kerja Wajib, kerja paksa didefinisikan sebagai “semua pekerjaan atau layanan yang 

diperlukan dari setiap orang di bawah ancaman hukuman dan yang orang tersebut belum 

menawarkan dirinya (dirinya sendiri) secara sukarela." Hukum hak asasi manusia internasional 

melarang beberapa tindakan lain yang berkaitan dengan perdagangan manusia, termasuk 

perbudakan, prostitusi paksa, pernikahan paksa, bentuk pernikahan budak, pernikahan anak, 

eksploitasi seksual anak, dan prostitusi paksa. Perdagangan orang adalah pelanggaran serius dan 

pelanggaran hak asasi manusia yang mencolok. Diperlukan penilaian ulang dan perspektif hak 

asasi manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, sering diperdebatkan bahwa definisi luas hak asasi 

manusia mungkin tidak cukup untuk secara akurat mendefinisikan kewajiban negara dalam bidang 

menghukum dan menuntut perilaku tertentu dan melindungi korban perdagangan manusia. 

 
5 United Nations Human Rights. Human Rights and Human Trafficking: Fact Sheet No. 36. 2014. New 
York and Geneva: United Nations. 



Tuduhan yang sama sering dilontarkan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Ribuan 

pria, wanita, dan anak-anak diperdagangkan setiap tahun, baik di dalam maupun luar negeri. 

Sebagai negara asal, transit, dan tujuan akhir bagi korban perdagangan manusia,hampir setiap 

negara di dunia terkena dampaknya. Di mana-mana yang memiliki lingkungan yang berisiko dapat 

terjadi perdagangan manusia. Meskipun bervariasi dari satu negara ke negara lain, perdagangan 

manusia biasanya memanfaatkan keadaan yang lemah. Orang-orang dalam situasi genting dan 

rentan mencari jalan keluar, dan karena putus asa, mereka mungkin menjadi sasaran para pedagang 

manusia.  

Fenomena kompleks perdagangan manusia seringkali didorong atau dipengaruhi oleh 

faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. Program Global Menentang Perdagangan Manusia 

(GPAT) diperkenalkan pada Maret 1999 oleh Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan 

(UNODC) dan Institut Penelitian Antar-Regional PBB tentang Kejahatan dan Keadilan (UNICRI). 

GPAT bertujuan untuk menjelaskan prosedur penyelundupan manusia dan perdagangan manusia 

dan keterlibatan kelompok kejahatan terorganisir di dalamnya agar pemerintah dapat lebih baik 

menanggapi masalah perdagangan manusia dan penyelundupan migran. Hal ini juga 

mempromosikan pengembangan respons peradilan pidana yang efektif terhadap isu-isu ini. 

Penelitian berorientasi kebijakan dan kerjasama teknis terfokus membentuk GPAT. Untuk proyek 

di bawah kerangka GPAT, UNICRI bertanggung jawab untuk mengembangkan dan 

mengkoordinasikan kegiatan penelitian, termasuk pengembangan instrumen survei standar dan 

metodologi penelitian. Tujuan studi UNICRI adalah untuk mengumpulkan informasi tentang 

berbagai rute yang diambil oleh orang-orang yang diselundupkan atau diperdagangkan, metode 

yang digunakan untuk memilih, mengangkut, dan kemudian mengeksploitasi korban, organisasi 

kriminal yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut, dan tanggapan LSM dan pemerintah 

untuk masalah ini. 

Wawancara dengan perwakilan pemerintah Filipina dalam kerangka Koalisi Proyek PBB 

Menentang Perdagangan di Filipina, Tahap 1, menyoroti fakta bahwa pemerintah sangat 

memperhatikan kesejahteraan perempuan yang telah diperdagangkan ke Jepang dan dieksploitasi 

untuk industri seks. Ada petunjuk bahwa kejahatan terorganisir Jepang bertanggung jawab atas 

para wanita tersebut, namun analisis file kasus menunjukkan bahwa banyak wanita Filipina yang 

tertipu untuk bekerja kepada para pedagang Korea. Namun, menurut Pusat Kejahatan 

Transnasional Filipina (PCTC), hanya setengah dari 150.000 "penghibur" Filipina yang pernah 



tinggal di Jepang masih ada. Sisanya mendapatkan pekerjaan di Kanada, Nigeria, Timur Tengah, 

dan negara lain. Sementara Timur Tengah sebelumnya menjadi tujuan populer bagi pekerja migran 

Filipina, tren telah berubah dalam beberapa tahun terakhir, menurut laporan lain. Pada September 

1999, negara-negara Asia merupakan lima dari 10 tujuan teratas bagi pekerja migran Filipina. 

Rodrigo Roa Duterte, juga dikenal sebagai Digong, membuat keputusan untuk mencalonkan diri 

sebagai presiden Filipina dalam pemilihan umum 2016 pada usia 71 tahun. Dengan strategi yang 

terbukti untuk mengakhiri kejahatan dari lebih dari 30 tahun pengabdiannya sebagai pejabat daerah 

di Davao, Duterte telah membangun reputasi sebagai pemimpin yang blak-blakan, tegas, dan 

terkenal. Duterte mempekerjakan polisi setempat untuk melakukan patroli malam saat dia berada 

di Davao untuk mengawasi segala jenis aktivitas kriminal. Selain polisi, pria yang akrab disapa 

Digong itu berkeliling Davao dengan sepeda motornya. 

Masyarakat Filipina yang menaruh harapan terhadap kebijakan anti kriminal dan anti 

terorisme Duterte, kini memiliki harapan baru saat ia mencalonkan diri sebagai presiden Filipina 

dari 2016 hingga 2022. Namun, tidak sedikit orang yang juga prihatin dengan sikap anti kriminal 

Duterte. Kebijakan, yang mempromosikan ide eksekusi tanpa sidang bagi mereka yang melakukan 

kejahatan, khususnya yang melibatkan obat-obatan terlarang. Bahkan Benigno Aquino III, 

presiden pertahanan saat itu, menyatakan keprihatinan tentang kemungkinan Duterte menjadi 

presiden dan memberlakukan kebijakan anti-kriminalnya yang mengarah pada pembentukan 

sistem pemerintahan otoriter yang akan melanggar hukum hak asasi manusia. Reputasi Duterte 

sebagai pemimpin yang memecah belah tidak hanya berasal dari kebijakannya tetapi juga dari 

pernyataannya yang blak-blakan, yang di mata sebagian orang tidak boleh dilakukan oleh seorang 

pemimpin. Dalam kontes yang menampilkan enam calon wakil presiden dan lima calon presiden 

itu, Duterte memperoleh 38,51% suara. Mar Roxas, saingan terdekat Duterte, tertinggal hampir 6 

juta suara. Pada 30 Juni 2016, Duterte dan Leni Robredo, yang memperoleh 13 juta suara dalam 

pemilihan wakil presiden dan mengalahkan lima lawannya, dilantik sebagai presiden resmi negara. 

Filipina melakukan pemilihan presiden dan wakil presidennya secara terpisah, berbeda dengan 

beberapa negara demokratis dan bahkan sekutu lamanya, Amerika Serikat. Hal ini dianggap 

sebagai salah satu cara pencegahan korupsi di pemerintahan federal agar masa pelayanan kepada 

masyarakat tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau golongan. Nama Presiden Duterte 

menjadi perhatian media baik domestik maupun internasional setelah ia dilantik sebagai presiden 



Filipina pada Juni 2016.6 Bukan hanya karena pola bicaranya yang impulsif dan seringkali tidak 

sopan, tetapi juga karena kontroversi kebijakan luar negerinya. dihasilkan. Judul besar Kebijakan 

Luar Negeri Independen digunakan untuk menggambarkan kebijakan luar negeri Presiden Rodrigo 

Duterte. Kebijakan anti-Amerika Duterte adalah salah satu yang menarik perhatian masyarakat 

domestik dan internasional. Dalam menentukan arah politik luar negeri Filipina, frase 

“Independent Foreign Policy” sendiri bukanlah konsep baru. 

 

Kesimpulan 

Harapan lain dari pemerintah Filipina adalah memperkuat keamanan finansial kelas bawah, 

bukan hanya kaum borjuis. Kesenjangan ekonomi di antara orang Filipina menyebabkan 

perdagangan manusia di negara tersebut, dan pemerintah Filipina tidak berbuat banyak untuk 

meningkatkan kesejahteraan warganya. Tentu saja, apa yang akan merugikan masa depan banyak 

gadis muda jika perdagangan manusia terus berlanjut. Bantuan dari Pemerintah di Filipina sangat 

penting dalam memberantas perdagangan manusia yang tidak pernah berhenti, seperti perlunya 

bantuan pemerintah Filipina sangat penting dalam perjuangan berkelanjutan untuk mengakhiri 

perdagangan manusia. Tidak hanya itu, karena kurangnya kesempatan kerja bagi mereka yang 

tidak memiliki pendidikan formal atau dukungan pemerintah untuk membantu orang miskin di 

Filipina, ketimpangan ekonomi terus berlanjut. Penting bagi pemerintah Filipina untuk secara 

konsisten mendukung hak asasi manusia agar semua kelompok masyarakat dapat menikmati 

kesetaraan dalam hidup. 
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Current Southeast Asian Affair. Germany: GIGA. 
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